BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan

sebagai berikut:

1. Hukum memiliki hubungan yang erat dengan pembangunan ekonomi,
karena hukum memiliki peran diantaranya adalah sebagai alat rekayasa
sosial, alat pengendalian sosial, alat kontrol pembangunan, sarana penegak
keadilan, dan sebagai sarana pendidikan masyarakat. Peran hukum dalam
pembangunan ekonomi ditujukan untuk memberikan kepastian hukum,
keadilan hukum, memberikan perlindungan serta menjaga keberpihakan
dan memberdayakan sektor UMKM. Salah satu bentuk implementasinya
bagi sektor UMKM adalah dengan adanya pengaturan mengenai perizinan
usaha, perizinan usaha bagi sektor UMKM menjadi urgensi tersendiri
dikarenakan kepentingannya. Sektor UMKM yang memiliki izin usaha
mempunyai kelebihan dan manfaat bagi usahanya tersebut, diantaranya
adalah dengan memiliki izin usaha, sektor UMKM akan mendapatkan
kemudahan dalam hal bantuan usaha, bantuan permodalan, perlindungan
hukum, dan bantuan dari pemerintah dalam hal pemberdayaan UMKM.
Pelaku usaha yang sudah memiliki izin akan mendapatkan kelebihan
sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, kelebihan tersebut
merupakan bagian dari hukum dalam kaitannya dengan pembangunan
ekonomi khusunya bagi sektor UMKM, dengan apa yang didapatkan dari
memperoleh izin usaha tersebut maka dapat menumbuhkan dan
mengembangkan serta terciptanya sektor UMKM yang berdaya saing.

2. Dewasa ini, pengaturan terbaru mengenai sektor UMKM diatur dalam
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja sekiranya sudah

dapat membantu dalam menciptakan UMKM yang berdaya saing.
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Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya bahwa peraturan tersebut
merupakan aturan terbaru yang mengatur UMKM yang memiliki beberapa
ketentuan baru dalam hal memberikan kemudahan, perlindungan dan
berkaitan dengan juga dengan pemberdayaan sektor UMKM. Beberapa
ketentuan tersebut diantaranya adalah (i) perubahan kriteria UMKM yang
dimaksudkan untuk memperluas jangkauan sektor UMKM tersebut, (ii)
kemudahan dalam hal perizinan (diantaranya seperti memberikan insentif
pembiayaan gratis untuk izin usaha bagi sektor mikro dan kecil, perizinan
berbasis risiko yang dimaksudkan untuk penyederhanaan izin usaha yang
efektif dan efisien juga pengawasan yang terfokus dan terstruktur bagi
UMKM untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha),
serta (iii) pengaturan yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM
diterapkan dalam beberapa kebijakan pemerintah lebih lanjut, diantaranya
adalah terciptanya dana alokasi khusus, pertisipasi UMK dalam
infrastruktur publik dan pemberian insentif kepada sektor UMKM. Dengan
beberapa kententuan yang sudah ada dan baru di dalam Undang-Undang
Cipta Kerja sudah berupaya untuk memberdayakan dan menciptakan

UMKM yang berdaya saing.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana yang telah penulis sampaikan

sebelumnya, maka terdapat beberapa saran yang dapat diajukan sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pemerintah sebagai lembaga pembuat kebijakan,
agar membuat pengaturan tambahan mengenai beberapa hal yang
terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja beserta aturan turunannya yang belum memiliki penjelasan
dan/atau pengaturan lebih lanjut. Selain itu, pemerintah juga perlu
melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan terbaru
tersebut.

2. Kepada Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik

Indonesia dan seluruh Kementrian terkait pembedayaan UMKM
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membuat pengaturan lebih lanjut berkaitan dengan pemanfaatan kriteria
terbaru UMKM, agar kriteria yang dimaksud dapat bermanfaat kepada
pemerintah maupun pelaku UMKM, setidaknya kriteria terbaru
mengenai UMKM dapat digunakan sebagai basis data bagi pemerintah
untuk mempermudah pada saat memberikan bantuan, menerapkan
kebijakan dalam penciptaan UMKM yang berdaya saing.

. Peraturan terbaru mengenai pemberdayaan UMKM sudah melibatkan
pelaku UMKM untuk terlibat dalam dunia usaha lebih jauh lagi, dewasa
ini UMKM sudah terlibat dalam iklim investasi di Indonesia seluas-
luasnya, kemudahan serta insentif yang dijanjikan apabila dapat
bekerjasama dengan UMKM memberikan peluang bagi penanam modal
untuk bekerja sama dengan UMKM lebih luas lagi, hal ini sedikit
banyak menciptakan UMKM yang dapat bersaing dengan usaha besar
lainnya. Oleh karena itu untuk mencegah pemanfaatan sektor UMKM
sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan bagi penanam modal
dan/atau usaha besar dibutuhkan keberpihakan yang lebih serta
perlindungan hukum dari pemerintah sebagai lembaga pembuat dan
pengawas kebijakan.

Kepada pelaku usaha besar di Indonesia, agar lebih memperhatikan
pelaku UMKM kedepannya. Sebagai pelaku usaha yang memiliki
sumber daya lebih besar dibandingkan dengan pelaku UMKM
diharapkan kerjasamanya dalam dunia usaha. Jumlah unit usaha
UMKM serta kelebihan yang dapat diberikan oleh sektor ini diharapkan
dapat menjadi pertimbangan bagi pelaku usaha besar untuk membantu
mengembangkan usahanya sebagai rekan usaha dengan cara bekerja
sama.

Kepada pelaku akademis dalam hal ini perguruan tinggi di Indonesia,
agar membuat kajian-kajian lanjutan mengenai UMKM, karena seperti
yang diketahui bersama UMKM adalah sektor usaha yang memiliki
jumlah penyerapan tenaga kerja yang besar, kontribusinya kepada
ekonomi negara, dan ketahanan menghadapi krisis merupakan

kelebihan UMKM yang dapat bermanfaat bagi pembangunan ekonomi
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Indonesia. Oleh karena hal tersebut kajian-kajian lanjutan mengenai
kelebihan sektor UMKM sekiranya dapat disampaikan kepada
pemerintah sebagai bahan pertimbangan untuk membuat peraturan yang
dapat mendukung, memberdayakan, dan menciptakan UMKM yang
berdaya saing.

Kepada pelaku akademis dalam hal ini adalah para pembaca skripsi ini,
keterbatasan waktu serta pengetahuan penulis dalam melakukan
penelitian ini menimbulkan kekurangan-kekurangan serta jauh dari kata
sempurna dalam pengerjaannya. Oleh karena itu diharapkan kepada para
pembaca untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai peran hukum
dalam pembangunan ekonomi demi menciptakan UMKM yang berdaya

saing.
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